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dengan /h/ Contoh : 
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MOTTO 
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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan BUMDes di Garungwiyoro menjadi kasus tersendiri yang ingin dikaji 

sebab adanya ketidak transparan mengenai dana yang dikelola oleh BUMDes 

tersebut. Dimana Bumdes yang ada di Garungwiyoro menjalankan unit usaha 

berupa peternakan buruh puyuh, dan karena belum adanya pelatihan dan 

keterampilan yang memadai sehingga belum sempat menghasilkan profit modal 

yang diberikan dari anggaran dana desa mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengeksplorasi keterlibatan masyarakat  dalam  pengelolaan dan 

pengawasan BUMDesa di Desa Garungwiyoro serta untuk menggambarkan 

kewenangan BUMDes Desa garungwiyoro dalam pengeloaan dana desa untuk 

mewujudkan Good Goverment. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis 

menyimpulkan bahwa Pertama, bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di 

Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang, sudah berjalan sesuai prosedur 

dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek strategi 

pengelolaan, serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Garungwiyoro tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Tetapi, perkembangan 

dari tahun ketahun belum bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Garungwiyoro masih belum memberikan hasil ataupun 

modal yang telah dikeluarkan oleh BUMDes Garungwiyoro. Kedua, berdasar 

dengan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga 

mencapai hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDes Desa Garungwiyoro 

hanya saja peran pemerintah masih kurang maksimal dalam pengawasan dan 

penasehatan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa menerapkan pengelolaan strategi 

managemant yaitu dimulai dari tahap Perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pengarahan (directing), pengevaluasian (evaluating). Yang 

diharapkan dengan strategi ini dapat mempermudah BUMDes dalam mewujudkan 

Good Gooverment. 
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ABSTRACT 

 

 The implementation of BUMDes in Garungwiyoro is a separate case that 

wants to be studied because there is no transparency regarding the funds managed 

by the BUMDes. Where the Bumdes in Garungwiyoro run a business unit in the 

form of a quail labor farm, and because there is no adequate training and skills so 

that they have not had the opportunity to generate profits, the capital provided from 

the village budget has suffered losses. The purpose of this study is to explore 

community involvement in the management and supervision of BUMDesa in 

Garungwiyoro Village and to describe the authority of Garungwiyoro Village 

BUMDes in managing village funds to realize Good Government. This type of 

research uses field research with a qualitative approach. The results of the analysis 

conclude that first, that the management of Village-Owned Enterprises in 

Garungwiyoro Village, Kandangserang District, has been running according to 

procedures and following government regulations and has implemented aspects of 

management strategy, and managing Garungwiyoro Village-Owned Enterprises 

(BUMDes) is inseparable from work. same society. However, progress from year 

to year cannot be said to be successful because the management of Garungwiyoro 

Village Owned Enterprises (BUMDes) has not yet yielded results or the capital that 

has been issued by Garungwiyoro BUMDes. Second, based on the results of 

deliberations with the village government and village community so as to achieve 

the results to be achieved in managing Garungwiyoro Village BUMDes, it's just 

that the government's role is still not optimal in monitoring and advising BUMDes 

performance, the Village Government implements a management strategy, starting 

from the planning stage (planning). ), organizing (organizing), direction 

(directing), evaluating (evaluating). It is hoped that this strategy will make it easier 

for BUMDes to realize Good Gooverment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan kesatuan rakyat aturan yang mempunyai batas daerah 

yang berwenang buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan rakyat setempat dari prakarsa rakyat, hak dari usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-

Undang untuk mecapai tujuan pemerintahan Desa yang profesional, efisien, 

efektif, terbuka, dan bertanggungjawab dan desa memiliki kiprah strategis buat 

membantu pemerintah wilayah pada proses penyelenggaraan pemerintahan 

termasuk pembangunan hal ini sebagai salah satu cara transformasi menuju 

arah yang lebih baik meliputi semua kehidupan rakyat.1 

Sebagai sistem pemerintahan yang terkecil, desa dalam masa sekarang 

menuntut sebuah konsep yang bisa mendukung pembangunan yang bisa 

menaikkan tingkat hayati warga desa dan atas pertimbangan tadi maka 

Pemerintah Pusat memberlakukan wewenang pada desa untuk mengelola 

keuangannya sendiri melalui Alokasi Dana Desa (dana Bumdes yang akan 

dialokasikan) yang tujuannya memberikan ruang besar pada warga desa supaya 

bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan menjadi 

konsekuensi atas wewenang tadi maka desa mempunyai dana yang relatif 

 
1 Sumarto, H. (2009). Inovasi, Partispasi,  dan Good Governance. Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia. 
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tersedia yang berdasarkan aturan pendapatan dan belanja negara (APBN) yang 

harapannya desa dapat menggunakan dana seacara optimal. Alokasi dana yang 

besar sebagai asa yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan 

karena itu maka pada pengelolalaannya dituntut bisa menerapkan konsep 

pengelolaan yang baik (Good Governance ) yang bisa menciptakan warga 

makmur dan sejahtera dengan menggunakan tiga prinsip yang melandasi yaitu 

: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi Masyarakat.2 

Undang-Udang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang  Desa  disarankan  agar 

mempunyai suatu organisasi yang bergerak dalam sebuah usaha ekonomi  yang  

bermanfaat gunamen cukupi  kabutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya 

badan usaha tersebut dapat mengembangkan potensi sumberdaya alam dan 

manusia yang ada,  sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Dasar 

hukum pembentukan BUMDES sadalah UndangUndang Nomor 32  Tahun. 

2004& Undang-Udang Nomor. 23  tahun 2014  tentang Pemeerintahan Deerah 

serta  Undang-Undang No 6 Th.  2014  tentang Desa  juga  Peraturan 

Pemerintah  No 72  Th.  2005  tentang  Potensi  yang  dimiliki BUMDesa 

seebagai  lambaga  usaha  mandiri  untuk memberikan ke-sejahteraan 

masyarakat desa sendiri.3 

   BUMDesa dibentuk sebagai alternatif sebagai cara untuk 

meningkatkan ekonomi  Desa  yang mengacu pada kebutuhan  dan  potensi  

Desa. Kewenangan Kegiatan BUMDes diserahkan dan dikelola sepenuhnya 

 
2  Prinsip Good Governance, W. (2015). Membangun Good Governance Meuju Clean 

Governance.  
3Zulkarnain Ridwan,  “PayungHukum Pembentukan BUMDesa,”  JustitiaJurnalIlmu 

HukumVol 7, No.3(September 2013), hlm.356. 
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kepada masyarakat desa dengan demokrasi.  BUMDesa sendiri dijalankan 

dengan sistem menghimpun segala kegiatan perekonomian masyarakat dalam 

bentuk yang dilembagakan sebagai badan usaha profesional berstandar pada 

potensi-potensi yang ada di Desa tersbut dengan maksud meningkatkan 

produktifitas dan efesiensinya. Fungsi BUMDesa sendiri merupakan pilar 

bangsa yang mandiri sekaligus sebagai manifestasi kelembagaan yang 

menghimpun segala kegiatan ekonomi kerakyatan yang ada di sebuah Desa. 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Pendirian BUMDes yang dijalankan Pemdes dan Masyarakat Desa 

Garungwiyoro, mengalami beberapa kendala dalam pengawasannya, hal ini 

dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dimana pemerintah Desa 

yang memberikan kebijakan utuk setiap Dukuh mengirimkan perwakilan 

warga 15 orang. Namun hasil yang di dapat dari penelitian di lapangan bahwa 

hanya beberapa orang perwakilan tiap Dusun saja yang ikut dalam 

berpartisipasi. 

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh salah satu warga yang 

diwawancarai oleh peneliti mereka menerangkan bahwa:4 

“banyak warga yang sudah dipilih oleh ketua dusun dari tiap-tiap dusun 

untuk mengikuti program mereka yang dipilih telah dianggap mampu 

dan berpotensi diantara warga yang lain namun kenyataannya banyak 

yang tidak mengikuti. Berbagai alasan dari mereka ada yang mengatakan 

berubah pikiran untuk tidak mengikuti program, ikut warga lainnya yang 

 
4 Supriadi, warga Desa Garungwiyoro, wawancara oleh Widodo, 25 Maret 2023. 
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tidak mengikuti dan juga beralasan karena faktor pekerjaan serta alasan 

lainya. Jadi ya gimana mau kegiatan lancar sedangkan warga yang sudah 

terpilih ternyata banyak yang mengundurkan diri dari program.” 

 Selain itu  ketidaktranparansi pemerintah Desa dalam laporan keuangan 

hal ini dibuktikan dengan banyak warga yang tidak mengetahui total dana 

samapi hasil dari program BUMDes tersebut. Hal inilah yang menjadikan 

BUMDes tidak berjalan dengan semestinya karena hilangnya rasa tidak 

percaya kepada Pemerintah Desa. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Desa 

Garungwiyoro, beliau mengatakan bahwa:5 

“yaa bagaimana warga antusias mengikuti program, nyatanya dalam 

program dari awal saja sudah tidak jelas mulai dari dana, penggunaan, 

serta laporan hasil yang di dapat dari program. Kalaupun ada yang 

mengetahu terkait hal tersebut yaa itu hanya orang-orang terkait yang 

dianggap penting sedangkan warga biasa lainnya sama sekali tidak 

mengetahui jadi hal tersebut oleh sebagian warga dianggap sangat kurang 

transparan dan tidak menyeluruh.” 

Pelaksanaan BUMDes di Garungwiyoro menjadi kasus tersendiri yang 

ingin dikaji oleh penulis sebab adanya ketidak transparan mengenai dana yang 

dikelola oleh BUMDes tersebut. Dimana Bumdes yang ada di Garungwiyoro 

menjalankan unit usaha berupa peternakan buruh puyuh, dimana dana desa 

(modal) pada program serta hasil tidak dilaporkan secara transparan kepada 

 
5 Harto, Warga Desa Garungwiyoro, Wawancara Oleh Widodo, 26 Maret 2023. 
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warga selain itu juga karena pelatihan dan keterampilan yang belum memadai 

sehingga tidak menghasilkan profit modal yang diberikan dari anggaran dana 

desa mengalami kerugian.6  

Hal tersebut diatas ada ketertarikan untuk mengkajinya sebagai karya 

ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pengawasan Pengelolaan Dana Bumdes 

Untuk Mewujudkan Good Goverment Studi Desa Garungwiyoro 

Kandangserang” 

B. Rumusan Masalah 

Penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan BUMDesa di 

Desa Garungwiyoro? 

2. Bagaimana  akibat hukum jika tidak sesuai dengan pengawasan untuk 

mewujdkan good governance? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menemukan alasan  keterlibatan  masyarakat  dalam pengawasan 

BUMDesa di Desa Garungwiyoro. 

2. Menemukan akibat hukum jika pengawasan tidak sesuai utuk mewujudkan 

BUMDes Desa garungwiyoro yang Good Governance 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

 
6 Wawancara dengan Cipto Budiano Pengelola BUMDes Desa Garugwiyiro, tanggal 20 

Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa Garungwiyoro Kec. Kandanserang. 
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a. Sebagai suatu sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum Tatanegara 

khususnya yang berkaitan program pengawasan Bumdes. 

b. Mengembangkan pengetahuan hukum tentang pengawasan program 

Bumdes dengan teori penegakan hukun sehingga dapat mewujudan 

pemerintahan yang Good Governance.  

2. Kegunaan Praktis 

 

a. Salah satu acuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat mengenai 

pengawasan program Bumdes dan akibat hukumnya. 

b. Menjawab isu hukum mengenai program Bumdes yang tidak sesuai 

dengan ketentuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai 

program Bumdes.  

 

E. Landsan Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum adalah enegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-

ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu 

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal 
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 Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (legal system) adalah satu 

kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum 

dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-

lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai 

aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas 

melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice 

system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum 

pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan 

mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana 

oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.4 Dalam proses penegakan hukum pidana, 

unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan 

Pengadilan.7 

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan 

aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan 

pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-

undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

(KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) 

adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam 

sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang 

menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada 

masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum 

 
7 Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel 

Sage Foundation, New York. 
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suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan 

karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan 

sosial bangsa yang bersangkutan.5 Friedman mengibaratkan sistem hukum itu 

seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah 

apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa 

saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin 

itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem 

hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” 

dalam kehidupan berhukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan 

untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum 

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek 

hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan 

mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts 

resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan 

penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan 

perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan 

pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau 

pengacara, dan badan-badan peradilan.8 

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut law enforcement. 

Sementara dalam bahasa Belanda rechtshandhaving.9 Istilah ini membawa pada 

 
8 Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, 

disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI 

Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006. 
9 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 49. 
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pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan 

pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah 

polisi, hakim, dan jaksa Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, 

ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrument administratif, 

pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan 

individu. Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga 

unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum,10 

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. 

Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

sewenangwenang.Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaanya 

harus memberi manfaat bagi masyarkat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan 

menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang 

diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbakan. Maka, tiga unsur itu harus 

diperhatikan agar seimbang. Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya  

preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga 

masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan 

secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan 

kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.11 

 
10 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50. 
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 

208. 
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Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi 

negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang 

dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui: 

1) Seiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi 

warga semuanya. 

2) Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan 

kebijakan atas landasan taat hukum jadi penyalahgunaan wewenang bisa 

diminimalisir. 

3) Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga. 

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu 

mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu 

sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan 

mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan 

individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan 

kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah public. 

Penegakan Hukum (law enforcement) menurut Satjipto Raharjo 

menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) 

adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.12 

Penegakan hukum menurut A. Hamid S.13 Attamimi sepertiyang dikutip Siswanto 

 
12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 175. 
13 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2008), 42. 
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Sunarno  pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang 

berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa 

(ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi 

(derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam 

suatu negara berdasarkan atas hukum materiill atau sosial yang bertekad 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka 

penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. 

 Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa 

Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving merupaka 

pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument 

administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum 

dan peraturan yang berlaku umum dan individual.14 Handhaving meliputi fase law 

enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance 

yang berarti preventif. Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan :15 

“Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur 

dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi 

pidana”. 

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah 

organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. 

Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil:  

 
14 Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48-49. 
15 Hardjasoemantri, Koesnandi, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2006), 376. 
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1) Struktur hukum Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di 

siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum. 

2)  Substansi hukum reaksi kenyataan di terbitkan hukum, missal Undang-

undang.     

3) Budaya hukum Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum 

mendapat tempat di budaya masyarakat. 

Usaha serius untuk mewujudkan sebuah Negara yang memiliki identitas baru 

dengan mengubah stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusi, 

serta nepotisme, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang 

memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku para 

penyelenggaranya yang taat hukum, yang tidak memanfaatkan kedudukan hukum 

untuk keuntungan pribadi dan memiliki orientasi negara ini di isi rakyat patuh 

hukum dan pemerintah yang jujur serta para penegak hukum yang orientasi 

utamanya adalah tegaknya hukum, bukan malah sebaliknya, menggunakan hukum 

untuk kehidupan pribadi.16 

Transformasi perilaku hukum positive di kalangan masyarakat, yaitu patuh 

aturan hukum, disiplin, dan mempercayakan persoalan pada penegak hukum 

berkompeten, dan main hakim tidak lagi jadi budaya negeri. Akan tetapi dalam 

tatanan sosiolgis kita masih harus bersabar karena kondisi masyarakat yang ideal 

masih belum terwujud. Keterbukaan dan demokratisasi kehidupan soal politik 

sudah mulai memprihatinkan, akan tetapi pemahaman hak dan kewajiban setiap 

 
16 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), 42. 
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orang dalam tatanan masyarakat, sebagai prasyarat terjadinya kehidupan disiplin, 

taat hukum, saling menghargai, ternyata masih perlu waktu panjang untuk 

menjangkaunya.17 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penggalian Informasi dilakukan berdasarkan sumber data penelitian yang 

relevan dengan meninjau literatur tentang penelitian mengenai “Pengawasan 

Dana BUMDES Untuk Mewujudkan Good Governance Studi Desa 

Garungwiyoro ” dengan titik fokus dan pendekatan yang berbeda terdapat 

beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian 

ini. Dalam hal ini akan disajikan dalam bentuk bagan dan uraian dibawah ini, 

Skripsi Yeni Fajarsari  (2016)18implemintasi progeram badan usaha 

milik desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan 

Kabupaten Tanggerang. Hasil penelitian deengan kesimpualan bahwa 

implemintasi progeram BUMDespada umumnya berjalan dengan baik. 

Didasarkan pada semua program dan kebijakan yang sudah berjalan. Meski 

pada pengelolaan keuangan tak sesuai yang direncanakan yang menyebabkan 

kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal yang perlu diperbaiki, 

seperti SDM dan kurangnya sosialisasi. Metode penelitian menggunakan 

metode analisis kualitatip deskriptipdengan mengumpukan data secara 

interview, pengamatan, study pustaka dan dokumintasi. 

 
17 Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 

Indonesia, 135. 
18Yeni F, Implementasi Program BBUMDesadiDesaPagedangan Kec. Pagedangan Kab. 

Tanggerang,Skripsi, FISIP, Universitas Sultan AgengTirtayasa Serang, 2016 
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Kemudian skripsi Rufaidah Aslamiah19Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDESa) untuk Mensejahterakann Masyarakat Desa Panggunghaarjo 

Melalui KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah) Panggung Lestari, 

Sewon, Bantul, Yogyakarta. Pada penelitiian  ini disimpulkan mengenai 

pengelolaan BUMDes adalam upaya menambahkan kesejahteraan ekonomi 

warga desa dengan metode pengembangan ekonomian kerakyatan. 

Pembentukan BUMDesa dimakesudkan untuk mendorong serta menampung 

segala Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, 

baik yang dikembangkan sesuai dengan tradisi atau budaya setempat. 

Pengelola unit-unit usaha di BUMDes merupakan pengelola yang lebih efektif 

daripada pengelola. di bawah koperasi. Metode penelitian dengan pendekatan 

empiriis dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19Rofaidah Aslamiyah,Peranan Bumdesa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa 

Panggungharjo MelaluiKelompok Usaha Pengelola Sampah(Kupas) Panggung Lestari, Sewon, 

Bantul, Yogyakarta, Skripsi, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2017 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul dan penulis Persamaan Perbedaan Kebaharuan 

1 IMPLEMINTASI 

PROGERAM 

BADAN USAHA 

MILIK DESA 

(BUMDES) dI 

DESA 

PAGEDANGAN 

kECAMATAN 

PAGEDANGAN 

KABUPATEN 

TANGGERANG. 

(Penelitian yang 

dilakukan oleh Yeni 

Fajarsari tahun 2016 

dari UIN Raden 

Intan Lampung) 

-Tema 

besarnya sama 

yaitu terkait 

program 

Bumdes  

-Sama-sama 

penelitian 

lapangan 

Pe-Penelitian 

yang dilakukan 

oleh ari arianto 

studi kasusnya 

terfokus pada 

pelaksanaan 

program serta 

Implikasnya demi 

mewujudkan 

keluarga yang 

keharmonisan 

- Penelitian 

lapangan dengan 

sifat penelitian 

analitik 

-Objek dan 

Subjek penelitian 

tidak sama 

-penilitian 

yang dilakukan 

penulis lebih 

mengarah pada 

kesadaran 

masyarakat 

terhadap 

penerapan 

program badan 

usaha milik 

desa atau 

Bumdes 

dengan 

mewujudkan 

program sesuai 

dengan tujuan 

yang ada 

dalam undang-

undang 

pemerintahan 

Desa. 

2 PERAN BADAN 

USAHA MILIK 

DESA (BUMDESA) 

UNTUK 

MENSEJAHTERA

KANN 

MASYARAKAT 

DESA 

PANGGUNGHAAR

JO MELALUI 

KUPAS ( Penelitian 

yang dilakukan 

Rufaidah Aslamiah, 

2027 dari UNY). 

- Tema besar 

sama tentang 

membahas 

masalah 

program 

pemerintah 

Desa Bumdes 

-Sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

lapangan (field 

research  

 

--Subjek dan 

objeknya berbeda 

- penelitian ini 

menggunakan 

studi komparasi  

 

-penulis lebih 

mengutamakan 

upaya  

 kesadaran 

hukum yang 

dilakukan ada 

dimasyarakat 

terkait 

pengawasan 

dalam program 

Bumdes pada 

Desa 

Garungwiyoro. 
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Kemudian jurnal yang di tulis oleh Elsa Marviani20 dengan judul 

Partesipasi Warega Desa dalam Pembentokan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa). Dengan hasil  penelitian bahwa pembangunan desa dijalankan 

berdasarkan 2 kerangka “desa membangun” dan “membangun desa”. 

Penekatan mbangun desa dilakukan dengan metode pembentukan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pendirian BUMDesa belum berjalan 

sebagaimana mestinya kecuali dengan keikutsertaan masyarakat, ada 4 metode 

sebagaimana dikutip oleh Riyanti Tiballa yaitu: partisipasi masarakat pada 

perencanaan serta pengembilan putusan (partisipasi dalam pengambilan 

keputusan), tahap implementasi (partisipasi dalam implementasi), partisipasi 

dalam manfaat (partisipasi dalam manfaat) dan partisipasi dalam evaluasi. 

Tahapan pendirian BUMDes, identifikasi potensi, sosialisasi pendirian 

BUMDes, penyusunan anggaran dasar (AD) dan anggaran dasar (ART), 

pembahasan pembentukan BUMDes, penyusunan peraturan desa dan siap 

kerja. Rencana Manajer BUMDes. 

Jurnal yang ditulis oleh Ryanti Tiballa21yang menyatakan keikutsertaan 

masyarakat dikatakan baik apabila memenuhi tahapan seperti dalam 

pemungutan suara, tahap kegiatan, pemanfaatan hasil sampai evaluasi,seperti 

pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih 

terbatas pada partisipasi tidak langsung atau perwakilan. Melaksanakan 

 
20Elsa Marfini. Partesipasi Warga DesadalamPembentukanBUMDesa.  Jurnal Politica Vol 2 

hlm. 1 2017. 
21Riyanti Diballa, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik 

Desa (Bumdes)  Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur, Journal  Ilmu Pemerintahan  2017, 

5 (1):  hlm.1 
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kegiatan yang fokus di Dusun Kabojaya dan belum menyebar ke dusun lain. 

Faktor penghambat, kurangnya rasa kebersamaan dan kurangnya sosialisasi 

dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan program Bumdesa, serta 

kurangnya kualitas pengelolaan Bumdes menjadikan program Bumdes kurang 

optimal. 

Jurnal yang ditulis oleh Tarmidzi dan Ifkha Arismiyati dengan judul 

Pengeumbangan Potenzi EkonomiDesadalamUpaya Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa dengan kseimpulan 

bahwapotensii Desa lewat BUMDesa mampu membawa perubahan di pada 

ranah ekonomi dan sosial.  Penelitian ini menggunakanCommunity Based 

Research, dimana penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: in-depth 

interview dengan partisipanyang menjadi actor kunci dalam BUMDesa, tahap 

selanjutnya melakukan diskursus kelompok sesuai kelompok kepentingan 

yang ada diDesa tersebut, dan tahap terakhir dengan Focus Group Discussion 

dimana diskusi dilakukan oleh berbagai pihakyang berkepentingan.22 

Kemudian dalam jurnal M. Areis Syafi'i, and M. Yusron dengan judul 

Training and Assistance for Vilage-Owned Enterprises (Bumdesa)Based on 

Local Potential in Babalanlor Village, Bojong District, Pekalongan Regency” 

menyimpulkan hasil penelitian sebagaimana berikut; Pertama,bernama Sukses 

Mulyo beserta anggaran dasar peraturannya. Kedua, masyarakat binaan sudah 

memiliki kesadaran akan pentingnya BUMD karena dengan kehadirannya 

 
22Tarmidzi dan Ifka Arismiyati.”PengembanganPotensiEkonomiDesadalam Upaya 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDesa” Jurnal DIMASVolume 18, Nomor 1, Mei 

2018. hlm.129 
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BUMDes diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan sumber 

Pendapatan Asli Desa (PAD), memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat, meningkatkan peluang usaha dan mengurangi pengangguran di 

pedesaan. ,meningkatkan pendapatan pedesaan, dan mengurangi kemiskinan. 

23Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian diatas 

dalam hal mengenai Pengawasan Pengelolaan Dana Bumdes Untuk 

Mewujudkan Good Goverment Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang. 

G. Metode Penelitian 

merupakan langkah umumyang digunakan dalam mengumpulkan dan 

analisis datayang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang 

dihadapi.24 

1. Jenis Peneltian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan 

metode Yuridis Sosiologis atau istilah lain adalah non doktrinal. Cara 

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara empiris melalui 

objek yang di kaji. Jenis Penelitian ini biasa dilakukan untuk penelitian 

hukum yang bersifat sosial. Adapun tahapan awalnya dari data sekunder 

yang dipadukan dengan data primer dari lapangan. Adapun alat untuk 

mengumpulkann data terdiri dari studi pustaka, dokumen dan wawancara.25 

 
23Tarmidzi, dkk, “Training and Assistance for Village-OwnedEnterprises (Bumdes) Based 

on Local Potential in Babalanlor Village,Bojong District, ekalonganRegency”  Islamic Studies 

Journal for Social Transformation  Volume 2, Number 2, 2018 hlm.138 

 
24Sudarman Damin, Menjadi PenelitiKualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.. 64-65 
25 Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 34. 
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Dalam hal ini wawancara langsung kepada perangkat desa yang menangani 

langsung terkait program Bumdes Garungwiyoro maupun dokumen-

dokumen yang berhubungan terkait program. Penelitian yang dilakukan 

secara langsung di Desa Garungwiyoro untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan terkait pengawasan progam Bumdes yang diperlukan dalam 

pembuatan skripsi.26  

 Penulis langsung terjun ke lapangan dengan cara penelitian yang 

digunakan adalah data primer dari hasil temuan di lapangan atau lokasi 

tertentu berdasarkan data-data temuan yang ada di lapangan. Caranya 

peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali dan mengamati terkait 

program Bumdes yang ada di Desa Garungwiyoro.27 

  

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum (law 

enforcement) mengenai penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara 

konkrit dalam kehidupan masyarakat. Pada teori ini terdapat Tiga unsur yang 

digunakan sebagai pendekatan penelitian oleh peneliti yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga peneliti dapat memahami penegakan 

hukum dalam pengawasan dana Bumdes di Desa Garungwiyoro 

2. Sumber Data 

 
26 M Iqbal Hasan, “Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Penerapannya”, (Jakarta: 

Thalia Indonesia, 2002), 11. 
27Karebet Gunawan, “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Usaha Para Anggota Baitul 

Mall Wat Tanwil”, (Istishadia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 2, 2017),  249. 
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Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan bahan-

bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi: 

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada 

perangkat Desa, pemerintah Desa dan juga warga yang mengikuti ataupun 

tidak dalam program Bumdes Garungwiyoro dan kepada pihak lain yang 

mengetahui terkait penelitian ini. 

b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian 

ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini, 

meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku terkait hukum pidana, 

artikel, jurnal, dokumen administrasi terkait program Bumdes, peraturan 

perundang-undangan terkait Bumdes dan lain sebagaina yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Garungwiyoro Kecamatan Doro 

Kabupaten Garungwiyoro. Fenomena program Bumdes yang terjadi sering 

menjadi bahan perbincangan masyarakat di Desa Garungwiyoro. Hasil 

temuan berdasarkan data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: 1) 

pengawasan dana pada Desa Garungwiyoro yang tidak transparan 2) 

keterlibatan masyarkat dalam program Bumdes masih rendah, Sehingga 
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penulis memilih Desa Garungwiyoro sebagai penelitian karena adanya kasus 

yang terjadi disana.  

2. Tehnik Pengumpulan Informasi dan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dengan 2 cara 

yaitu sebagai berikut:28 

a.Observasi 

Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara cermat dan 

sistematik tekait pengawasan program Bumdes Desa Garungwiyoro. Dengan 

melihat dari berbagai sudut pandang peneliti terhadap objek yang sedang dikaji 

dengan harapan penulis dapat memperoleh data informasi dengan jelas dan terarah. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (interview guide) 

secara langsung antara penulis dengan narasumber atau responden untuk 

mendapatkan jawabanyang diinginkan. Wawancara dilakukan pada pihak yang 

dapat memberikan informasi terkait tema yang sedang diteliti. Dalam melakukan 

wawancara ini penulis akan mewawancarai kepada pihak yang dianggap 

dapatmemberikan informasi untuk penelitian, diantaranya adalah pengelola 

usaha, penasehat serta direksi dan pengawas juga tokoh masyarakat. Metode ini 

digunakan untuk mencari data/ informasi tentang Pengawasan Pengelolaan Dana 

Bumdes Untuk Mewujudkan Good Goverment Studi Desa Garungwiyoro 

Kandangserang. 

 
28Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, ibid hlm.160-169. 
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 Dalam konteks ini penulis akan mewawancarai informan dengan 

beberapa pihak yang terkait seperti: 

1) Ketua program Bumdes, Perangkat Desa, BPD yang mengarahkan 

program Bumdes sebagai informan kunci dan utama. 

2) Warga Desa Garungwiyoro yang terlibat maupun tidak dalam 

Program Bumdes sebagai informan tambahan. 

 

Tabel 1. 

Profil  Informan yang Diwawancara 

 

No Nama Usia Pendidikan Jabatan 

1 Jariyah 45 Th S1 Kepala Desa 

2 Imam Mutaqo 50 Th SMA BPD 

3 Ahmad Khoirin 42 Th SMA Sekretaris Desa 

4 Edi Purwanto 50 Th SMP Kepala Dusun I 

5 Syarif Pranomo 45 Th SMA Ketua Bumdes 

6 Saproni 42 Th SMA Kepala Unit Bumdes 

7 Rahmat Hidayat 35 Th SMA Sekretaris Bumdes 

8 Ibrahim 35 Th SMA Pengawas Bumdes 

9 Kanto 50 Th SD Warga 

10 Ahmad 30 Th SMA Warga 

11 Rudi 25 Th S1 Warga 

12 Jarwo  19 Th SMK Warga 
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13 Casno 45 Th SMP Warga 

14 Nuril 30 Th SMA Warga 

15 Dudung 27 Th SMA Warga 

Sumber Data: Penelitian Lapangan 

 

c. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi. Peneliti 

melakukan eksploitasi terhadap data-data dokumen dan menggunakan data 

dokumen terkait dengan program Bumdes di Desa Garungwiyoro. 

Dokumentasi dari penelitian ini juga menggunakan informasi yang peneliti 

himpun menggunakan perangkat recorder, kamera, atau alat lain yang 

menunjang. Data yang didapat berbentuk tulisan, foto, atau video. serta 

berupa literasi buku-buku, jurnal, skripsi atau tesis yang ada kaitanya 

dengan penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini. 

 Dokumentasi tentang penelitian ini yang telah diperoleh melalui 

penelitian lapangan oleh peneliti di gunakan sebagai bukti bahwa 

penelitian ini adalah benar sehingga diperoleh data yang konkret.29  

 

 

1. Teknik Analisis Data 

 
29Helaludin hengki wijaya, “Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik”, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 89.  
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Dalam hal ini penulis menggunakan model analisis interaktif. Dengan 

langkah-langkah berikut ini,30 

a. Pengumpulan Data 

Proses mencari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan 

yang kemudian dicatat. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di 

beberapa tempat seperti di rumah-rumah warga desa Garungwiyoro 

maupun di Balai desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang. 

b. Reduksi Data  

Reduksi merupakan cara memilih, memfokuskan, memisahkan 

kemudian disederhanakan datanya dari yang masih mentah yang diambil 

dari hasil catatan yang di tulis selama di lapangan. Proses ini dilakukan 

selama penelitian berlangsung. 

Adapun ilustrasinya sebagai berikut: diawali dengan merangkum 

semua catatan selama penelitian berlangsung  baik terhadap masyarakat 

yang mengikuti dan tidak mengikuti program BUMDes  maupun kepada 

perangkat desa yang mengetahui kondisi terkait program Bumdes di desa 

Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang dari data yang bersifat acak 

maupun umum, kemudian diubah dalam bentuk yang lebih mudah 

dipahami, sebagaimana memindahkan hasil wawancara dari alat bantu 

rekaman ke laptop. kemudian menyeleksi data yang terkumpul sesuai 

kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan.   

 
30 Miles, B. Mathew  dan Michael Huberman, “Analisis Data Kualitatif”, (Jakarta: UIP, 

1992), 20. 
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c. Penyajian data  

Setelah data di reduksi kemudian data tersebut disajikan. Dengan 

cara inilah data dapat terorganisir serta tersusun dalam pola yang 

sederhana secara singkat yang mudah dipahami seperti hasil beberapa 

pendapat informan tekait program BUMDes 

d. Kesimpulan  

Kesimpulan data diambil dari data reduksi yang telah dibuktikan 

kevalidanya dan konsisten atas jawaban dari suatu permasalahan-

permasalahan yang diangkat oleh penulis.  sehingga menjadi kesimpulan 

yang kredibel.31 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Landasan teori, tinjauan 

kepustakaan, kerangka berpikir, metoda penelitian dan sistematicka penulisan. 

BAB II Landasan Teoretis yang berisi mengenai masyarakat yang berisi 

tentang pengertian masyarakat, fungsi masyarakat dan partisipasi masyarakat, 

kedua mengenai pengelolaan danadesa meliputi, pengertian danadesa, 

pengelolaan dan wewenang dalam pengelolaan danadesa,  dan menenai prinsip 

pemerintahan yang baik. 

BAB III Profil Desa Garungwiyoro yang terdiri dari tiga sub bab, bab 

pertama mengenai profil Desa Garungwiyoro, sub bab kedua mengenai 

 
31 A. Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, (Jakarta: Kencana, 2014), 

405-408. 
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Bumdes Garung Wiyoro dan sub bab ketiga adalah pengawasan dan 

pengelolaan dana Bumdes 

BAB IV AnalisisData yang meliputi Analisa data tentang keterlibatan  

masyarakat  dalam  pengelolaan dan pengawasan BUMDesa di Desa 

Garungwiyoro Kec. Kandangserang Kab. Pekalongandan analisa data 

Pengawasan Pengelolaan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan Good Goverment 

Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang 

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan BUMDes di Desa 

Garungwiyoro 

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dan pembahasan yang 

ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa di Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang, 

sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah 

menerapkan aspek-aspek strategi pengelolaan, serta dalam mengelola 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garungwiyoro tidak terlepas dari 

kerja sama masyarakat. Tetapi, perkembangan dari tahun ketahun belum 

bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Garungwiyoro masih belum memberikan hasil ataupun modal 

yang telah dikeluarkan oleh BUMDes Garungwiyoro. Selain itu 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawsan BUMDes 

tersebut belum maksimal karena pemerintah Desa hanya melibatkan 

masyarakat yang masih cukup dekat dengan pemerintah desa sehingga 

tidak ada kemerataan untuk masyarakat lain. Pengawasaan terkait  

Pengelolaan BUMDes pemerintah Desa telah memberikan 

kebijakan untuk BPD sebagai pengawas inti dari program BUMDes 

Garungwiyoro. Namun dalam hal ini pengawasan tidak dilakukan secara 

berkala serta tidak adanya laporan kepada masyarakat terkait dengan 
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perkembangan program BUMDes yang ada di Desa Garungwiyoro 

tersebut sehingga dalam hal ini menjadikan kurang berjalannya program 

BUMDes dimulai dari partisipasi, transparansi dan akuntabilitasnya.  

A. Akibat Hukum Dalam Pengawasan BUMDES Terhadap Terwujudnya 

Good Governance  

Akibat hukum pengawasan Bumdes yaitu sesuai dalam UU Nomor 32 tahun 

2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

Apabila program yang dijalankan oleh Desa Garungwiyoro telah sesuai dengan 

UU pemerintahan dan bisa mewujudkan maka dapat dikatakan program desa 

telah berhasil melaksanakannya sesuai UU, namun kenyataannya hasil dari 

penelitian yang ada di lapangan bahwa  dalam program yang ada di Desa 

Garungwiyoro ternyata belum bisa mewujudkan dan melaksanakan program 

Desa sesuai dengan UU. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan juga hasil selama penelitian di lapangan yaitu dari hasil 

wawancara dengan berbagai informan yang terkait dalam program Bumdes 

Desa Garungwiyoro. 

Pemerintah Desa menerapkan pengelolaan strategi managemant yaitu 

dimulai dari tahap Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (directing), pengevaluasian (evaluating). Yang diharapkan dengan 

strategi ini dapat mempermudah BUMDes dalam mewujudkan Good 
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Gooverment. Selain hal tersebut dalam pengelolaan program untuk tercapainya 

Good Government dimulai dari partisipasi masyarakat, transparasi dari pihak 

pengelola dan pemerintah, serta akuntabilitas kerja, masih kurang maksimal 

sehingga masih belum bisa mewujudkan program BUMDes yang Good 

Government. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, 

maka saran yang dapat disampaikan yaitu :  

1. Disarankan kepada pengelola BUMDes Garungwiyoro agar 

memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.  

2. Disarankan kepada pengelola BUMDes Garungwiyoro agar 

mengupayakan pemerataan dana usaha kepada masyarakat.  

3. Disarankan kepada pemerintah atau dinas yang terkait agar memberikan 

pelatihan yang maksimal kepada pengelola BUMDes Garungwiyoro 

untuk pengembangan.  

4. BUMDes Desa Garungwiyoro diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui unit usaha masyarakat yang ada di Desa 

Garungwiyoro 
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Maret 2023. 

Syarif Pranomo, Ketua Bumdes, Desa Garungwiyoro, 15 Maret 2023. 

Wibowo, Desa Garungwiyoro, Wawancara Oleh Widodo, 17 Maret 2023. 
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